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ABSTRACT 

 

Judge position is the most important thing to decide cases in trial which guaranteed 

by statutory regulations. Mostly, judges in giving decisions are not in accordance with legal 

facts, even exceeding their authority. In judicial practice, for example in pretrial review, 

judges are bound to the object of pretrial review. Pretrialreview is an institution that was 

born to carry out surveillance actions against law enforcement, therefore in implementing 

their authority, law enforcement does not make of any abuse of power. 

Pretrial reviews are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, as well 

as other laws and regulations as an expansion of pretrial reviews objects. One example of a 

pretrial case that caught public's attention was a pretrial by a non-governmental 

organization against the KPK in Century Bank case, which in its petition, requested that the 

Court through the Pre-trial set a person or group of people to be suspected of corruption 

case. 

The author is interested in exploring this case to examine the authority of the District 

Court in determining suspects through pretrial reviews and understanding the legal 

consequences, if the pretrial decision is not carried out by the Respondent, in this case, KPK. 

The research method used by the author is a normative research that examines the norms, 

laws and regulations and also the literature. 

Determination of a person becomes a suspect, based on the law must be carried out 

by investigators, such as the police, prosecutors, and even the KPK to conduct the process of 

determining the suspect. In the Pre-trial review, Judges to give decisions based on laws, that 

apply to the principle of legality and the judge's logic and conscience. However, obstacles 

are often encountered in pretrial practices, such as weak law enforcement to the emergence 

of a legal vacuum and weak law enforcement in handling corruption cases, the result, 

someone may continuously obtaining the suspect “label” without further processing. 

aforementioned, Judge is expected to be more careful in deciding with applicable 

procedures and regulations, also in carrying out his judicial duties professionally and 

objectively so the verdict based on the word “For the sake of Justice based on the Almighty 

God”. There is an expectation to KPK can uncover and resolve the corruption cases 

professionally without violating someone legal rights. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Permasalahan dalam penegakan hukum 
yang terjadi di Indonesia sering tidak berjalan 
dengan baik dan kurang efektif yang 
mengakibatkan lemahnya penerapan berbagai 
peraturan, yang mana perlu dikuatkan dari sisi 
pelaksana hukum maupun penerapan hukum, 
termasuk kesadaran masyarakat akan hukum 
yang telah dibentuk. Peraturan tindak pidana 
yang diberlakukan adalah untuk melindungi 
masyarakat, dan yang membuat tindakan 
tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal 
pidana.1 

Disahkannya Undang-undang No. 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 
dikenal dengan nama KUHAP menggantikan 
Herziene Indonesiche Reglament (HIR) 
membawa perubahan dalam penegakan hukum 
di Indonesia. Yang mana dalam KUHAP 
mengatur tentang penerapan atau tata cara 
mulai dari penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, 
pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya 
hukum, dan pelaksanaan penetapan atau 
putusan pengadilan dalam upaya mencari dan 
menemukan kebenaran materiil. Upaya atau 
tujuan dari acara pidana adalah untuk mengejar 
kebenaran dalam pemeriksaan pidana. Sebab 
kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari 
suatu putusan Hakim pidana.2 

Dalam dunia peradilan Indonesia di 
tengah-tengah kehidupan penegakan hukum, 
KUHAP memperkenalkan salah satu lembaga 
baru yaitu Praperadilan yang ditempatkan 
dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah 
satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili 
bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 
memutus: 
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, 

penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. 

                                                             
       

1
 Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home 

Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion 

Work Where The “Expected or Intended “Exclusion 

Failed?”, Jurnal West Law,diakses melalui 

http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#, pada tanggal 

12 Oktober 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate. 

       
2
 S. Tanusubroto, Peranan Praperadilan dalam Hukum 

Acara Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 9. 

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi 
seorang yang perkara pidananya dihentikan 
pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 3 

Selain diatur dalam KUHAP 
praperadilan juga diperluas kewenangannya 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan: 
“…Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 
8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan 
tersangka, penggeledahan dan penyitaan….” 
serta “…Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai temasuk 
penetapan tersangka, penggeledahan dan 
penyitaan”.4 

Dalam kasus ini, MAKI telah enam kali 
mengajukan praperadilan. Gugatan ini diajukan 
karena KPK dinilai belum mengusut tuntas 
kasus tersebut. Pertama kali MAKI 
mendaftarkan gugatan praperadilan pada 16 
September  2009. Yang mana pada saat itu 
KPK tengah menyelidiki dugaan pidana pada 
kasus Century. Namun, gugatan tersebut 
ditolak. Kemudian pada gugatan kedua 
didaftarkan pada Februari 2010 dan ditolak 
kembali dengan alsan yang sama. Kemudian 
KPK menetapkan Budi Mulya sebagai 
tersangka hingga divonis lima belas tahun 
penjara dan denda 1 Miliar oleh Mahkamah 
Agung. Namun karena hanya satu orang yang 
diproses hukum, maka MAKI kembali 
mendaftarkan gugatan praperadilan karena 
tidak mengembangkan kasus Century dan 
dianggap menghentikan penyidikan, pada bulan 
Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. Namun hakim menolak permohonan 
MAKI karena semestinya praperadilan 
diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kemudian, pada Februari 2016 
praperadilan kembali didaftarkan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya 
menuntut KPK membuka penyidikan baru 
dan menetapkan tersangka lain. Namun saat 

                                                             
       

3
 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan 

Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, 

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003,   hlm. 2. 

       
4

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014. 

http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/


JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 1 Januari – Juni 2020 Page 3 
 

itu hakim tunggal menolak permohonan 
MAKI karena bukti-bukti yang dihadirkan 
tidak cukup kuat. Tidak menyerah, MAKI 
kembali mendaftar ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat pada Desember 2017 dan lagi 
gugatannya ditolak. Hingga pada akhirnya 
gugatan terakhir ia daftarkan pada Maret 2018 
dengan Nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan dikabulkan dan 
dimenangkan.  

Hal ini jelas menimbulkan kekeliruan 
karena dianggap hakim telah melampaui 
kewenangan, dan dalam praperadilan tidak 
berkewenangan untuk memerintahkan 
penegak hukum untuk menetapkan seseorang 
sebagai tersangka. Dalam praperadilan, hakim 
memutuskan sah atau tidaknya suatu 
penyidikan bukan menetapkan tersangka, 
karena hal tersebut merupakan kebijakan 
penyidik. 

Sehubungan dengan hal tersebut patut 
dipertanyakan sejauh mana kewenangan 
pengadilan negeri dalam menetapkan 
seseorang menjadi tersangka melalui lembaga 
praperadilan, mengingat menurut hukum 
acara yang berlaku, penetapan tersangka 
dilakukan oleh penyidik, serta konsekuensi 
hukum apabila putusan tersebut tidak 
dijalankan oleh KPK, sehingga Penulis 
merasa tertarik untuk meneliti dan mendalami 
serta mengkaji kasus tersebut dalam suatu 
penelitian yang berjudul “Kewenangan 

Pengadilan Negeri dalam Menetapkan 

Tersangka Melalui Praperadilan”. 

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kewenangan Pengadilan 
Negeri dalam menetapkan tersangka 
melalui praperadilan? 

2. Bagaimana konsekuensi hukum apabila 
penetapan tersangka melalui praperadilan 
tidak dijalankan termohon? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian a) Untuk mengetahui kewenangan 
pengadilan negeri dalam menetapkan 
tersangka melalui praperadilan serta 
mengetahui konsekuensi hukum apabila 
putusan praperadilan tidak dijalankan 
oleh Termohon, dalam hal ini KPK. 

b) Untuk mengetahui konsekuensi hukum 
apabila penetapan tersangka melalui 
praperadilan bila tidak dijalankan 
termohon. 

2. Kegunaan Penelitian  a) Hasil penelitian ini diharapkan berguna 
sebagai informasi dan masukan bagi 
penegak hukum, khususnya KPK serta 
Pengadilan dalam menentukan 
kewenangan pemberian status 
tersangka korupsi di kemudian hari. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan berguna 
untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan mengenai konsekuensi 
hukum apabila putusan praperadilan 
tidak dijalankan oleh Termohon. 

c) Hasil penelitian ini dapat berguna 
sebagai masukan bagi DPR untuk 
membuat suatu aturan hukum yang 
memberikan kepastian hukum, agar 
tidak terjadi kekosongan hukum 
apabila suatu kasus korupsi ditunda 
pemeriksaannya. 

d) Hasil penelitian ini diharapkan berguna 
bagi masyarakat sebagai pemahaman 
hukum agar mengetahui sejauh mana 
kewenangan pengadilan dalam 
praperadilan. 

D. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen dan John 
Rawls, keadilan mempunyai dua unsur 
formal, yaitu unsur hak dan unsur 
manfaat. Unsur hak yaitu keadilan 
merupakan  nilai yang mengarahkan 
setiap pihak untuk memberikan 
perlindungan atas hak-hak yang dijamin 
oleh hukum dan unsur manfaat yaitu 
keadilan menyatakan bahwa pada 
akhirnya harus memberikan manfaat 
kepada setiap individu.5 

Jika melihat dari sudut keadilan 
dalam perspektif hukum secara nasional, 
hal ini tertuju pada keadilan sosial 
menyangkut kepentingan masyarakat 
yang nanti, dengan sendirinya individu 
yang berkeadilan sosial itu harus 
menyisihkan kebebasan individunya 
untuk kepentingan individu yang lainnya. 
Keadilan dalam perspektif hukum 
nasional ini adalah keadilan yang 
menselaraskan keadilan yang bersifat 
umum diantara sebagian dari keadilan  
individu. Keadilan ini lebih menitik 

                                                             
       

5
 E. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum 

Berkeadilan , Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 100. 
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beratkan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban. 

2. Teori Penemuan Hukum Pada dasarnya penemuan hukum 
berkenaan dengan hal menemukan 
penyelesaian dan jawaban berdasarkan 
kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau 
kurang, secara cermat dan teliti 
mengemukakan bagaimana terhadap 
situasi-situasi problematik tertentu yang 
seyogianya harus diberikan reaksi. 
Asumsi dasar yang melandasi penemuan 
hukum tersebut adalah berkaitan dengan  
pengakuan bahwa tidak semua hukum 
dapat ditemukan dalam undang-undang. 

Penemuan hukum lazimnya 
merupakan suatu proses pembentukan 
hukum oleh hakim, atau aparat hukum 
lainnya yang ditugaskan untuk penerapan 
peraturan hukum umum pada peristiwa 
hukum konkret.6  

Pada dasarnya suatu keputusan 
yang tepat adalah keputusan yang 
menggunakan logika dan argumentasi 
hukum yang tepat dan disandarkan pada 
bahan-bahan hukum yang otorittif. 
Dalam kegiatan akademis, penalaran 
hukum merupakan salah satu unsur 
utama yang harus dipahami oleh seorang 
ilmuan hukum. Itulah sebabnya penalaran 
hukum sering dikatkan sebagai the heart 

of the law. Tanpa pemahaman terhadap 
penalaran hukum, maka  seorang 
ilmuwan  hukum akan kehilangan arah 
dan bahkan menemui kesulitan besar 
untuk mensistematisasi bahan hukum 
yang menjadi topik bahasan, serta 
mempengaruhi kualitas ilmiah 
kesimpulan terhadap putusan hukum 
yang dilakukan. 

E. Kerangka Konseptual 1. Kewenangan merupakan kekuasaan untuk 
membuat keputusan memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada 
orang lain.7  

                                                             
       

6
 J.A. Pontier, Rechtsvinding, (Terjemahan B. Arief 

Sidharta), Penerbit Laboraturium Hukum Bandung Fakultas 

Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 2001, 

hlm. 1. 

       
7
 Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan 

Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hlm. 57. 

2. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga 
peradilan di lingkungan Peradilan Umum 
yang berkedudukan di ibu kota kabupaten 
atau kota.8  

3. Penetapan adalah tindakan sepihak 
menentukan kaidah hukum konkret yang 
berlaku khusus.9 

4. Tersangka adalah seseorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana.10 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian 
normatif. Penelitian jenis normatif adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
belaka.11  

2. Sumber Data Metode yang dipakai dalam 
penelitian ini yaitu metode penelitian 
hukum normatif. Dalam metode penelitian 
hukum normatif, bahan-bahan yang 
dipakai terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan 
hukum yang mempunyai sifat 
autoritatif, yang artinya mempunyai 
otoritas.12  

b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah 

bahan hukum yang berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi, 
seperti buku-buku hukum, jurnal hukum 
dan makalah hukum. Dalam hal ini 
penulis menggunakan buku-buku 
hukum mengenai hukum acara pidana. 

c. Bahan Hukum Tertier 
Bahan hukum tertier yaitu bahan 

yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum 

                                                             
     

8
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri, 

diakses, tanggal, 20 Maret 2019. 

       
9

 https://www.apaarti.com/penetapan.html, diakses, 

tanggal 20 Maret 2019. 

       
10

 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 

tahun 1981, Op.cit, Pasal 1 butir 14. 

       
11

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian 

Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 

hlm. 13. 

       
12

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan 

ke-4, Kencana, Jakarta:  2008, hal. 141 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri
https://www.apaarti.com/penetapan.html
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primer dan bahan hukum sekunder.13 
Bahan hukum tertier ini meliputi kamus 
besar bahasa Indonesia dan kamus 
hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data untuk 
penelitian hukum normatif digunakan 
penelitian metode kajian kepustakaan atau 
studi dokumenter. Dalam hal ini seorang 
peneliti harus jeli dan tepat untuk  
menemukan data yang terdapat, baik 
dalam peraturan-peraturan maupun dalam 
literatur-literatur yang memiliki hubungan 
dengan masalah yang diteliti. Bahan 
pustaka dapat berupa bahan primer atau 
bahan sekunder, dimana kedua bahan 
tersebut mempunyai karakteristik dan jenis 
yang berlainan.14 

4. Analisis Data Analisis  bahan hukum yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif yang dirumuskan dalam 
bentuk pernyataan-pernyataan dari data 
yang telah diproses sehubungan dengan 
unsure-unsur serta temuan hukum dari 
suatu perkara sehingga diperoleh hasil 
penelitian Kewenangan Pengadilan Negeri 
Dalam Menetapkan Tersangka Melalui 
Praperadilan. Penelitian ini merupakan 
analisis kualitatif merupakan cara 
penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif. 

Dalam analisis data kualitatif ini 
menarik berbagai kesimpulan dapat 
digunakan metode berfikir deduktif 
ataupun induktif dalam hal ini harus 
disesuaikan dengan jenis penelitiannya. 
Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan metode berfikir deduktif 
yang mana cara berfikir ini menarik 
kesimpulan dari suatu pernyataan  atau 
dalil yang bersifat umum menjadi suatu 
pernyataan atau kasus yang bersifat 
khusus. Untuk analisis data kualitatif di 
dalam penelitian tersebut tidaklah berupa 
angka melainkan kata verbal. 

 
 
 

                                                             
        

13
 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Op.cit, hlm. 105. 

        
14

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, 

Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Dalam suatu negara yang 
berdasarkan atas hukum (rechstaat), 
kekuasaan kehakiman merupakan badan 
yang sangat menentukan isi dan kekuatan 
kaidah-kaidah positif. Kekuasaan 
kehakiman diwujudkan dalam tindakan 
pemeriksaan, penilaian, dan penetapan 
nilai perilaku manusia tertentu serta 
menentukan nilai situasi konkret dan 
menyelesaikan persoalan atau konflik yang 
ditimbulkan secara imparsial berdasarkan 
hukum sebagai patokan objektif.15  Pada 
kenyataan, kewenangan kekuasaan 
kehakiman dilaksanakan oleh hakim. 
Istilah hakim itu sendiri adalah pejabat 
yang memimpin persidangan.16  

Kekuasaan kehakiman 
diselenggarakan oleh badan-badan 
peradilan negara. Adapun tugas pokok dari 
badan peradilan ialah memeriksa, 
mengadili, memutuskan dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang 
diajukan oleh para pencari keadilan17 ). 
Kekuasaan tersebut dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang 
mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang dan mempunyai 
kewenangan lain yang diberikan oleh 
undang-undang, dan terdapat beberapa 
lembaga peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, dan peradilan 
tata usaha negara. 

Sedangkan Mahkamah Konstitusi 
mempunyai kewenangan mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji 
undang-undang terhadap Undang-Undang 

                                                             
         

15
 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar 

Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 93. 

        
16

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim, diakses, 

tanggal 1 April 2019. 

        
17

 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 

Cetakan ke-4, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 3-4 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim
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Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD, memutus 
pembubaran partai politik dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum. Dalam ketentuan umum Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1. 

2. Sejarah Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia 
a. Kekuasaan Kehakiman pada Masa 

UUD 1945 Pertama  (18 Agustus 

1945-27 Agustus 1949) Dilihat dari sejarahnya, pada 
awalnya peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang kekuasaan 
kehakiman sebagai pelaksana Pasal 24 
dan 25 dari UUD 1945 yang disahkan 
pada tnaggal 18 Agustus 1945 adalah 
dengan dikeluarkannya serta berlakunya 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 
Tentang Susunan dan Kekuasaan 
Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
Agung disahkan pada tanggal 27 
Februari 1947 yang ditetapkan di 
Malang, Jawa Timur oleh Presiden 
Soekarno. 

Kekuasaan Kehakiman pada 
masa berlakunya Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun  1947 adalah kekuasaan 
kehakiman yang tidak merdeka dari 
kekuasan negara lainnya serta 
Mahkamah Agung sebagai lembaga 
negara masih sejajar dengan kementrian 
serta kekuasaan kehakiman yang masih 
berada di bawah kekuasaan pemerintah 
eksekutif. Susunan kekuasaan pada 
masa periode UUD 1945 pertama, 
masih banyak mewarisi susunan 
kekuasaan kolonial Belanda.18  

b. Kekuasaan Kehakiman pada Masa 

Konstitusi RIS ( 27 Desember 1949-

17 Agustus 1950) Kekuasaan kehakiman pada 
masa Konstitusi RIS didasarkan pada 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 
tersebut sesuai dengan namanya adalah 
konstitusi untuk negara-negara serikat 
Indonesia.dengan wilayah sebagaimana 

                                                             
       

18
 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia 

dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, Fakultas Hukum UII 

Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 1-2. 

diebutkan dalam perjanjian Renville, 17 
Januari 1948, bahwa Republik 
Indonesia Serikat meliputi seluruh 
daerah Indonesia. 

Pada masa Konstitusi RIS juga 
ada hal menarik dimana Mahkamah 
Agung menjadi pengadilan tingkat 
pertama dan terakhir. Peradilan ini 
bersifat final tidak dimungkinkan ada 
upaya hukum.19   Konstitusi RIS juga 
memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah Agung sebagai pengawas 
tertinggi terhadap peradilan yang berada 
dibawahnya, karena Mahkamah Agung 
sebagai penguasa tertinggi kekuasaan 
kehakiman. 

c. Kekuasaan Kehakiman pada Masa 

UUDS 1950 (17 Agustus  1950-5 Juli 

1959) Kekuasaan kehakiman dalam 
Undang-Undang Sementara Republik 
Indonesia Tahun 1950, diatur dalam dua 
Bab yakni pada Bab II tentang Alat-alat 
Perlengkapan Negara pada bagian III 
yang ,engatur tentang Mahkamah 
Agung, sedangkan pada Bab III tentang 
Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara 
pada bagian III yang mengatur tentang 
Pengadilan.20  

Jika dibandingkan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 setelah 
amandemen, maka kekuasaan 
Mahkamah Agung dan badan-badan 
peradilan dibawahnya dimasukkan 
dalam satu kelompok, yakni pada      
Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Tidak terpisah sebagaimana diatur 
dalam UUDS Tahun 1950.21  

Presiden Republik Indonesia 
mengeluarkan Undang-Undang Darurat 
Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-
tindakan sementara untuk 
menyelenggarakan Kesatuan Susunan 
Kekuasaan dan Acara Pengadilan-
Pengadilan Sipil, yang dicatat dalam 
Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1951 Nomor 9 dan penjelasan 
dalam Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 31 yang disahkan pada 13 
Januari 1950 di Jakarta dan 

                                                             
       

19
 Bagir Manan, Op.cit, hlm. 24. 

              
20

 Rimdan, Op.cit, hlm. 110-111. 

              
21

  Ibid.  
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diundangkan pada tanggal 14 Januari 
1950.22 

Pengaturan-pengaturan tentang 
pengadilan-pengadilan dan kekuasaan 
kehakiman lainnya pada masa UUDS 
1950 didasarkan pada Undnag-Undang 
Darurat  Nomor 1 Tahun 1951, hingga 
kemudian baru muncul lagi setelah 
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 
dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
ditandai dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1964. 

d. Kekuasaan Kehakiman pada Masa 

UUD 1945 Ke-Dua (5 Juli 1959-

Sekarang) 
1) Sebelum Perubahan (5 Juli 1959-

19 Oktober 1999) Kekuasaan kehakiman pada 
masa berlakunya UUD 1945 kedua 
ini didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1964 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mana 
dicatat dalam Lembaran Negara 
Tahun 1964 Nomor 107, disahkan di 
Jakarta pada tanggal 31 Oktober 
1964 dengan ditandatangani oleh Dr. 
Subandrio selaku Pejabat Presiden 
Republik Indonesia dan Mohd. 
Ichsan selaku sekretaris Negara.23 

2) Setelah Perubahan (19 Oktober 

1999- Sekarang) Pada perubahan pertama 
UUD 1945 yang disahkan pada 
tanggal 19 Oktober 1999 tidak ada 
perubahan tentang pengaturan 
kekuasaan kehakiman. Terjadi 
perubahan susunan, fungsi dan 
wewenang kekuasaan kehakiman 
pada amandemen ketiga yang 
disahkan oleh MPR pada tanggal 9 
November 2001. 

Seperti diketahui UUD 1945 
telah mengalami empat kali 
perubahan, yaitu perubahan pertama 
pada tahun 1999, perubahan kedua 
pada tahun 2000, perubahan ketiga 
pada tahun 2001, dan perubahan 
keempat pada tahun 2002. Setelah 
terjadi perubahan pada UUD 1945 

                                                             
        

22
 Ibid. 

       
23

 Rimdan, Op.cit, hlm. 128. 

ini juga berdampak pada beruabhnya 
kekuasaan kehakiman yang secara 
mendasar baik susunan lembaga, 
kedudukan, kewenangannya 
sebagaimana diatur BAB IX UUD 
1945 setelah amandemen. Kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka bebas dari segala 
campur tangan dari kekuasaan 
lainnya. Serta di dalam bab ini pula 
muncul lembaga kekuasaan 
kehakiman yang baru yaitu 
Mahkamah Konstitusi dan Komisi 
Yudisial.24 

3. Asas Kekuasaan Kehakiman Yang 

Merdeka Asas kekuasaan kehakiman yang 
merdekaa, adalah asas turunan dari asas-
asas hukum. Definisi asas-asas hukum 
yaitu, pikiran-pikiran dasar 
grondgedachten, yang terdapat di dalam 
sistem hukum masing-masing dirumuskan 
dalam aturan-aturan perundang-undangan 
dan putusan-putusan hakim, yang 
berkenaan dengannya ketentuan dan 
keputusan individual dapat dipandang 
sebagai jabarannya. Dari definisi tersebut 
tampak dengan jelas peranan dari asas-asas 
hukum sebagai metakaidah berkenaan 
dengan kaidah-kaidah hukum dalam 
bentuk kaidah perilaku.25 Dalam kaitannya 
dengan kekuasaan kehakiman, maka 
peraturan hukum yang dimaksud adalah 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 49 Tahun Tahun 009, 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997. 
a. Asas Kebebasan Hakim Asas kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan merdeka diatur di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pada 
Pasal 24 ayat (1), 
berbunyi,”Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan 
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 Rimdan, Op.cit, hlm. 153.  

       
25

 Ibid, hlm 49. 



JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 1 Januari – Juni 2020 Page 8 
 

keadilan”, dan Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009, berbunyi, ”Kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukm dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia”.26 

b. Asas Peradilan Dilakukan “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” Salah satu pilar untuk dapat 
dikatakan sebagai negara hukum 
adalah adanya pengadilan yang 
merdeka, bebas, independen dan 
melahirkan putusan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Di 
Indonesia, pelaksanaan pengadilan 
tersebut telah diatur dalam sebuah 
Undang-Undang. Kekuasaan 
Kehakiman yang dijelaskan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman harus mampu 
memberikan rasa keadilan kepada 
masyarakat dan para pencari keadilan. 
Proses peradilan yang dilakukan 
mampu memberikan keadilan bukan 
hanya kepastian hukum semata. 

c. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya 

Ringan Proses peradilan pidana yang 
dilaksanakan dengan sederhana 
mempunyai arti penyeleggaraan 
administrasi peradilan secara terpadu, 
agar pemberkasan perkara dari 
masing-masing instansi yang 
berwenang berjalan dalam satu 
kesatuan, yang tidak memberikan 
peluang bekerja secara tidak teratur 
dan dari dalam berkas tersebut 
terungkap pertimbangan serta 
kesimpulan penerapan hukum yang 
mudah dimengerti oleh pihak yang 
berkepentingan. Proses peradilan 
pidana yang dilaksanakan dengan 

                                                             
        

26
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman  

cepat, mempunyai arti menghindari 
segala rintangan yang bersifat 
prosedural, agar terciptanyan efesiensi 
kerja mulai dari kegiatan penyelidikan 
sampai dengan pelaksanaan putusan 
akhir yang berkekuatan hukum tetap 
dapat selesai dalam waktu relatif 
singkat. Proses peradilan dengan biaya 
ringan, mempunyai arti mrnghindari 
sistem administrasi perkara dan 
mekanisme bekerjanya aparat penegak 
hukum yang mengakibatkan beban 
biaya bagi pihak yang berkeoentingan 
atau masyarakat yang tidak sebanding, 
karena biaya yang dikeluarkan lebih 
besar dan hasil yang diharapkan lebih 
kecil.27 

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk 

Umum Dasar hukum asas ini adalah 
Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009, selengkapnya sebagai berikut: 
1) Semua sidang pemeriksaan 

pengadilan adalah terbuka untuk 
umum, kecuali undang-undang 
menentukan lain. 

2) Putusan pengadilan hanya sah dan 
mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum. 

3) (3) Tidak dipenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) mengakibatkan 
putusan batal demi hukum. 

e. Asas Objektivitas Setiap konflik harus lah 
mendapat penyelesaian dengan baik 
oleh hakim yang dapat diterima oleh 
semua pihak yang terkait. Karena jika 
tidak mendapatkan keadilan yang 
dapat diterima semua pihak akan dapat 
menimbulkan kekacauan dan akan 
mendorong seseorang untuk 
melakukan tindakan main hakim 
sendiri. Penyelesaian sengketa akan 
baik dan dapat diterima oleh semua 
pihak, jika dilakukan secra imparsial, 
obektif dan adil. Oleh sebab itu hakim 
adalah pejabat Negara yang tugas 

                                                             
       

27
 Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana 

Indonesia, Cetakan Kedua, Amerta Buku, Yogyakarta, 

1998, hlm. 14. 
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utamanya memberikan penyelesaian 
definitif terhadap konflik atau 
sengketa antar wargamasyarakat dan 
pemerintah yangdihadapkan 
kepadanya secara imparial objektif, 
adil dan manusiawi. 

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan 

Pidana (Criminal Justice System) 
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 

(Criminal Justice System) Dalam kehidupan bermasyarakat 
dimungkinkan terjadinya suatu tindak 
kejahatan yang dilakukan oleh individu 
atau kelompok sebagai akibat dari adanya 
gesekan kepentingan. Herbert L. Packer 
mengemukakan bahwa suatu kejahatan 
terjadi bukanlah karena suatu hal yang 
bersifat natural, melainkan terjadi karena 
adanya gesekan kepentingan yang 
disbabkan oleh masalah sosial, ekonomi, 
politik.28  

Istilah sistem peradilan pidana 
(Criminal Justice System) pertama digagas 
oleh Frank Remington pada tahun 1958 
sebagai suatu rekayasa administrasi 
peradilan dengan menggunakan 
pendekatan sistem. Mardjono 
Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem 
peradilan pidana sebagai suatu sistem 
pengendalian kejahatan yang terdiri dari 
lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan 
dan lembaga pemasyarakatan. Melalui 
pendekatan ini, masing-masing instansi 
tersebut tidak lagi merupakan instansi yang 
berdiri sendiri melainkan merupakan suatu 
unsure penting yang berkaitan satu sama 
lain dalam masalah penanggulangan 
kejahatan. 

2. Due Process of Law 
Due Process of Law adalah proses 

hukum yang benar atau adil yang 
merupakan prinsip hukum Acara Pidana di 
Indonesia.29  

Hak due process dalam 
melaksanakan tindakan penegakan hukum, 
bersumber dari cita-cita Negara hukum 
yang menjunjung supremasi hukum (the 

law is supreme) yang menegaskan, 
                                                             
        

28
 Aristo M.A. Pangaribuan.et.al, Pengantar Hukum 

Acara Pidana di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, 

hlm. 1. 

        
29

 Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum, 

Quantum Media Pers, Jakarta, 2010, hlm 105. 

diperintah oleh hukum dan bukan oleh 
orang (government of law and not of men). 
Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam 
melaksanakan fungsi dan kewenangan 
penyidikan harus berpatokan dan 
berpegangan pada ketentuan khusus 
(special rule) yang diatur dalam hukum 
acara pidana (criminal procedure) yang 
biasa disebut dengan KUHAP.30  

3. Penyelidikan Penyelidikan yaitu serangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana, guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 
angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana31.  

4. Penyidikan 
a. Pengertian Penyidikan Penyidikan mempunyai 

kedudukan dan peranan yang sangat 
penting dan strategis untuk 
menentukan berhasil tidaknya proses 
penegakan hukum pidana selanjutnya. 
Pelaksanaan penyidikan yang baik 
akan menetukan keberhasilan Jaksa 
Penuntut Umum dalam melakukan 
penuntutan dan selanjutnya 
memberikan kemudahan bagi hakim 
untuk menggali atau menemukan 
kebenaran materiil dalam memeriksa 
dan mengadili di persidangan.32  

b. Penyidik  
 Penyidik menurut Pasal 1 butir 

1 KUHAP adalah pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi 
mengatur tentang penyidik dalam 
Pasal 6 yang memberikan batasan 
pejabat penyidik dalam proses pidana. 
Adapun batasan pejabat dalam tahap 

                                                             
        

30
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan, dan 

Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 

Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95. 

       
31

 Monang Siahaan, Op.cit, hlm. 9. 

       
32

 Zulkarrnaen Koto, Terobosan Hukum dalam 

Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi 

Kepolisian, STIK, 2011, hlm. 150. 
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penyidikan tersebut adalah pejabat 
penyidik POLRI dan pejabat penyidik 
negeri sipil (PPNS). 

Penyidik selain diatur dalam 
Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 6 
KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang 
mengatur tentang adanya penyidik 
pembantu disamping penyidik.33  

c. Tugas dan Kewenangan Penyidikan 

dalam KUHAP Yang berwenang dalam 
melakukan penyidikan dicantumkan 
dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada 
praktiknya terhadap beberapa tindak 
pidana tertentu ada penyidik-penyidik 
yang tidak disebutkan di dalam 
KUHAP.  

d.  Pelaksanaan Penyidikan  
 Pemeriksaan yang dilakukan 

oleh penyidik difokuskan sepanjang 
hal yang menyangkut persoalan 
hukum. Titik pangkal pemeriksaan 
dihadapan penyidik ialah tersangka. 
Dari tersangka diperoleh keterangan 
mengenai peristiwa pidana yang 
sedang diperiksa. Akan tetapi, 
sekalipun tersangka yang dalam hal ini 
menjadi titik tolak pemeriksaan, 
terhadapnya harus diberlakukan asas 
akusator. Asas akusator adalah 
kebebasan tersangka/ terdakwa untuk 
mendapatkan bantuan hukum sehingga 
dalam setiap tingkat pemeriksaan hak-
haknya tidak terabaikan.34 

e. Meneruskan penyidikan  Apabila penyidik berpendapat 
bahwa berdasarkan bukti yang ada 
penyidikan itu dapat diteruskan, maka 
penyidik melanjutkan pemeriksaan 
dan mulai mengambil tindakan yang 
diperlukan, sesuai dengan 
wewenangnya sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 7 KUHAP.  

f. Menghentikan penyidikan Apabila suatu peristiwa yang 
patut diduga merupakan tindak pidana 
itu ternyata tidak terdapat cukup bukti, 
peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana atau penyidikan itu 
dihentikan demi hukum, maka 

                                                             
        

33
 M. Yahya Harhap, Op.Cit, hlm. 110.  

        
34

 https://www.academia.edu/16319747/MEMAHAMI 

Hukumacarapidana, diakses, tanggal, 25 April 2019. 

penyidik berdasarkan kewenangannya 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 109 
ayat (2) KUHAP menghentikan 
penyidikan. Kemudian 
memberitahukan hal itu kepada 
penuntut umum disertai dengan 
alasan-alasan dan seluruh hasil 
pemeriksaan yang telah dilakukan. 
Selain kepada penuntut umum, 
penyidik memberitahukan juga hal 
tersebut kepada tersangka atau 
keluarganya. 

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Paksa 

dalam Hukum Acara Pidana  Upaya paksa adalah suatu kewenangan 
yang dimiliki oleh penyidik dalam membantu 
menjalankan tugasnya sebagai penyidik suatu 
kasus, bermacam-macam upaya paksa diatur 
lebih lanjut dalam KUHAP. Untuk 
mengawasi upaya paksa yang dimiliki oleh 
penyidik, pengadilan negeri membuat suatu 
Lembaga praperadilan yang tugasnya menilai 
apakah upaya paksa yang dilakukan penyidik 
telah memenuhi syarat formil yang tertuang 
dalam KUHAP, hal ini sesuai dengan amanat 
yang terkandung pada pasal 77 KUHAP. 35 

D. Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan  

1. Pengertian Praperadilan Praperadilan merupakan suatu 
kontrol terhadap tindakan penyidik 
maupun penuntut umum dalam proses 
peradilan pidana apakah dilakukan dengan 
benar atau tidak. Praperadilan diciptakan 
sebagai sarana pengawasan dengan 
maksud untuk menegaskan hukum, 
keadilan, dan kebenaran secara vertikal 
yang diadakan oleh masing-masing pihak 
terkait. 36  Praperadilan yang 
kewenangannya dibatasi dalam pasal 1 
butir 10 dan pasal 77 KUHAP Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, telah bertambah 
norma baru pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor. 21/ PUU-XII/ 2014 
dimana tertambahnya yang menjadi objek 
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 Eka Nanda Rahmat Jaya, “Kewenangan Hakim 

Praperadilan Studi Kasus Nomor 

24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL”.2018, Jurnal Jurist-Diction, 

Universitas Airlangga, Volume I, Nomor 1, September 

2018. 

       
36

 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan 

Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109. 
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praperadilan yaitu penetapan tersangka 
oleh penyidik. 

2. Tujuan Praperadilan Tujuan dari praperadilan dapat 
diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP 
yang menegaskan bahwasanya tujuan dari 
pada praperadilan adalah untuk 
menegaskan hukum, keadilan, kebenaran 
melalui sarana pengawasan horizontal. 
Keberadaan praperadilan berkaitan 
langsung dengan perlindungan hak asasi 
manusia sekaligus berfungsi sebagai 
sarana pengawasan secara horizontal atau 
dengan kalimat yang lebih tegas dapat 
dikatakan bahwa diadakannya praperadilan 
mempunyai maksud terhadap hak-hak 
asasi manusia terutama hak asasi tersangka 
dan terdakwa.37  

3. Wewenang Praperadilan  Praperadilan layaknya institusi 
yang menguji, menilai, mencari, benar atau 
salah, sah atau tidak tindakan pejabat yang 
melakukan upaya paksa terhadap 
tersangka. Ketentuan hukum kewenangan 
praperadilan ditegaskan dalam Pasal 1 
butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi 
kewenangan lain yakni memeriksa dan 
memutus gugatan ganti kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 95 dan 97. 

4. Proses Pemeriksaan Praperadilan Praperadilan adalah istilah atau 
terminologi yang dipakai dalam suatu 
proses penegakan hukum, secara 
terminologi praperadilan adalah proses 
sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari 
dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata 
pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan 
pemahaman yaitu sebelum, sedangkan 
peradilan adalah proses persidangan untuk 
mencari keadilan, jadi pengertian 
praperadilan adalah proses persidangan 
sebelum sidang masalah pokok perkaranya 
disidangkan. Pengertian perkara pokoknya 
adalah perkara materinya, sedangkan 
dalam praperadilan proses persidangan 
hanya menguji proses tata cara penyidikan 

                                                             
       

37
 H.M.A Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik 

Hukum, UMM Press, 2010, hlm, 156. 

dan penuntutan, bukan kepada materi 
pokoknya.38  

Dalam pemeriksaan persidangan 
dilakukan dengan cepat dan berita acara 
serta putusan praperadilan dibuat seperti 
pemeriksaan singkat. Dalam waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, maka 
hakim harus memutuskan perkara. 
Perhitungan waktu 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak dimulainya pemeriksaan. Bila suatu 
pemeriksaan praperadilan tengah 
berlangsung, namun perkaranya sudah 
mulai diperiksa maka pemeriksaan 
praperadilan dinyatakan gugur.  

5. Bentuk Putusan Praperadilan bentuk putusan Praperadilan cukup 
sederhana tanpa mengurangi isi 
pertimbangan yang jelas berdasar hukum 
dan undang-undang. Sifat kesederhanaan 
bentuk putusan Praperadilan tidak boleh 
mengurangi dasar alasan pertimbangan 
yang utuh dan menyeluruh. Berikut adalah 
bentuk dari putusan Praperadilan. 

6. Gugur Pemeriksaan Praperadilan Pemeriksaan praperadilan dapat 
gugur, artinya pemeriksaan praperadilan 
sebelum putusan dijatuhkan. Hal inilah 
yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d 
KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal suatu 
perkara sudah mulai diperiksa oleh 
Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan 
mengenai permintaan kepada Praperadilan 
belum selesai maka permintaan tersebut 
gugur”. 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam 

Menetapkan Tersangka melalui 

Praperadilan   Hasil penelitian yang penulis teliti 
mengenai kewenangan pengadilan negeri 
dalam menetapkan tersangka melalui 
praperadilan yaitu mengambil salah satu 
contoh kasus, yang dewasa ini menyita 
perhatian publik dan jarang ditemukan terkait 
tindak pidana korupsi yang terdapat pada 
Putusan Praperadilan Nomor 24/ Pid/ Pra/ 
2018/PN. Jkt. Sel. Putusan tersebut terkait 
dengan kasus korupsi Bank Century yang 
mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

                                                             
       

38
 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana 

Melalui Pendekatan Hukum Progrsif (Edsii I, Cetakan 

Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 80-81. 
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memutuskan dan mengabulkan gugatan 
praperadilan yang diajukan oleh pihak 
pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti 
Korupsi Indonesia (MAKI), yang mana dalam 
hal ini diwakili oleh  Boyamin bin Saiman, 
S.H, Komaryono, S.H, dan Rizki Dwi Cahyo 
Putra, S,H. 

Dalam praperadilan ini, pihak MAKI 
melawan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), yang juga dalam hal ini diwakili oleh 
kepada Setiadi, S.H., M.H., Efi Laila Kholis, 
S.H., M.H., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., 
Indah Oktianti Sutomo S.H., M.Hum., Rr. 
Suryawulan, S.H., MH., Indra Mantong Batti, 
S.H., LL.M., Juliandi Tigor Simanjuntak, 
S.H., M.H., Mia Suryani Siregar S.H., Imam 
Akbar Wahyu, S.H, Raden Natalia Kristiono, 
S.H., Firman Kusbianto, S.H., M.H., Naila 
Fauzana Nst, S.H., Ade Juang Nirboyo, S.H., 
Togi Robson Sirait, S.H., Hasna Wahida 
Yunastri, S.H., M.H., Muhammad Hafez A. 
S.H., M.H., Diori Valerian, S.H., masing-
masing sebagai pegawai KPK. 

Sebelumnya, MAKI telah enam kali 
mengajukan permohonan Praperadilan. 
Pertama kali, MAKI mendaftarkan gugatan 
praperadilan pada 16 September  2009. Yang 
mana pada saat itu KPK tengah menyelidiki 
dugaan pidana pada kasus Century. Namun, 
gugatan tersebut ditolak. Kemudian pada 
gugatan kedua didaftarkan pada Februari 
2010 dan ditolak kembali dengan alsan yang 
sama. Selanjutnya, KPK menetapkan Budi 
Mulya sebagai tersangka hingga divonis lima 
belas tahun penjara dan denda 1 Miliar oleh 
Mahkamah Agung. Namun, karena hanya 
satu orang yang diproses hukum, maka MAKI 
kembali mendaftarkan gugatan praperadilan, 
karena tidak mengembangkan kasus Century 
dan dianggap menghentikan penyidikan pada 
bulan Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Namun hakim menolak 
permohonan MAKI karena semestinya 
praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. 

Kemudian, pada Februari 2016 
praperadilan kembali didaftarkan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya 
menuntut KPK membuka penyidikan baru 
dan menetapkan tersangka lain. Namun saat 
itu hakim tunggal menolak permohonan 
MAKI karena bukti-bukti yang dihadirkan 
tidak cukup kuat. Tidak menyerah, MAKI 

kembali mendaftar ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat pada Desember 2017 dan lagi 
gugatannya ditolak. Hingga pada akhirnya 
gugatan terakhir mereka daftarkan pada Maret 
2018 dengan Nomor 
24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dikabulkan dan dimenangkan. 

Jika berdasarkan teori-teori hukum 
serta aturan hukum yang telah penulis 
paparkan, Pengadilan tidak mempunyai 
wewenang untuk memerintahkan penegak 
hukum untuk menetapkan seseorang menjadi 
tersangka maupun menetapkan seseorang 
menjadi tersangka melalui praperadilan, 
namun sesuai asas hukum yang ada, semua 
putusan Pengadilan haruslah dianggap benar 
dan wajib dilaksanakan oleh Termohon, 
dalam hal ini KPK. 

Mengingat bahwa dengan ditutupnya 
jalur upaya hukum terhadap putusan 
praperadilan sebagaimana diatur dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-
undang Mahkamah Agung serta Peraturan 
Mahkamah Agung, maka KPK tidak dapat 
melakukan pengujian lagi atas putusan 
praperadilan dalam kasus yang penulis teliti 
ini, konsekuensi daripada itu, KPK sebagai 
Termohon mempunyai kewajiban hukum 
untuk melaksanakan putusan Praperadilan 
tersebut, meskipun dalam hasil penelitian ini, 
secara normatif yuridis, kewenangan untuk 
memerintahkan atau menetapkan seseorang 
menjadi tersangka melalui praperadilan tidak 
dimungkinkan atau dengan kata lain 
Pengadilan Negeri tidak mempunyai 
wewenang untuk menetapkan seseorang atau 
memerintahkan suatu Lembaga untuk 
menetapkan seseorang menjadi tersangka, 
dikarenakan kewenangan menetapkan 
seseorang menjadi tersangka atau tidak, 
adalah berada pada kewenangan penyidik 
sebagaimana yang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. Konsekuensi Hukum Apabila Penetapan 

Tersangka Melalui Praperadilan Tidak 

Dijalankan Termohon Mengingat bahwa Indonesia adalah 
negara hukum, maka putusan hukum haruslah 
dijalankan oleh siapa saja yang diperintahkan 
untuk menjalankan putusan tersebut, terlebih 
lagi Indonesia sedang gencarnya melawan 
praktik-praktik korupsi yang sangat 
menyengsarakan rakyat pada umumnya. Jika 



JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 1 Januari – Juni 2020 Page 13 
 

KPK selaku Termohon tidak menjalankan 
putusan praperadilan, maka akan timbul 
permasalahan hukum.. Sekilas, tentu kita akan 
berpikir bahwa tidak menjalankan suatu 
putusan Pengadilan adalah tindakan yang 
tidak professional, serta tidak memberikan 
pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat 
Indonesia. Dapat dibayangkan jika seluruh 
masyarakat tidak lagi mematuhi hukum, maka 
disitulah kesewenang-wenangan dan arogansi 
timbul. 

Jika kembali pada aturan hukum, 
sebagai contoh aturan dalam KUHAP tidak 
mengatur adanya sanksi bagi pihak yang tidak 
melaksanakan putusan praperadilan tersebut. 
Namun demikian bahwa setiap 
pembangkangan atas putusan pengadilan 
adalah tindakan yang dapat dijerat dengan 
Pasal 216 ayat (1) KUHP, dengan ancaman 
hukuman adalah penjara atau denda. Pasal 
216 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa  
barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti 
perintah atau permintaan yang dilakukan 
menurut undang-undang oleh pejabat yang 
tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh 
pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula 
yang diberikan kuasa untuk mengusut atau 
memeriksa tindak pidana. Maka barang siapa 
dengan sengaja mencegah, menghalang-
halangi atau menggagalkan tindakan guna 
menjalankan ketentuan undang-undang yang 
dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut, 
dapat diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat bulan dua minggu atau denda 
paling banyak Sembilan ribu rupiah. 

Dalam kasus korupsi Bank Century 
yang menjadi pihak termohon adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka apabila 
KPK tidak menjalankan apa yang telah 
diputuskan oleh hakim, dapat dididuga KPK 
telah melanggar kode etik profesi KPK yang 
termasuk dalam pelanggaran disiplin sedang 
sesuai dengan Pasal 7 huruf f, Peraturan KPK 
Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan 
bahwa, “Pegawai dan Penasihat dikenakan 
Pelanggaran disiplin sedang apabila 
menghambat/ mengesampingkan pelaksanaan 
tugas serta tidak merugikan keuangan KPK”. 
Bila KPK melanggar ketentuan tersebut dapat 
dikenakan sanksi yang juga diatur dalam 
PerKPK Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 15 ayat 
(1) sampai ayat (4). 

Oleh karenanya, konsekuensi hukum, 
khususnya bagi Termohon, dalam hal ini 
KPK apabila dalam putusan praperadilan, 
hakim memutuskan bahwa penyidikan harus 
dilanjutkan dan penetapan tersangka melalui 
praperadilan tidak dijalankan, maka KPK, 
dalam hal ini penyidik KPK dapat dilaporkan 
karena dapat diduga melanggar kode etik  
profesi, serta melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (1) 
KUHP; 

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, 
dapat ditemukan jawaban bahwa dengan tidak 
melaksanakan putusan praperadilan, maka 
KPK selaku Termohon dalam perkara ini 
dapat dikenakan sanksi-sanksi tertentu. 
Namun sanksi-sanksi tersebut hanya dapat 
dijalankan jika adanya upaya paksa dari luar 
KPK, tentu KPK tidak akan serta merta 
memberlakukan sanksi bagi dirinya sendiri, 
sementara disatu sisi KPK dituntut untuk 
professional dalam menyelesaikan perkara 
korupsi yang ditangani dan disatu sisi, KPK 
dalam perkara ini merasa tidak yakin dapat 
membuktikan atau menyampaikan bukti yang 
benar-benar kuat agar Budiono, dkk dapat 
diproses secara hukum di Pengadilan. 

Namun, kembali penulis sampaikan 
bahwa sebagai suatu Lembaga penegak 
hukum, KPK harus segera melaksanakan 
putusan praperadilan tersebut sebagai bentuk 
profesionalitas, serta pertanggungjawaban 
hukum, serta menguji alat-alat buktinya 
melalui sidang di Pengadilan untuk perkara 
pokok dalam kasus korupsi Bank Century 
yang banyak menyita perhatian masyarakat 
Indonesia. 

 
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 1. Berdasarkan hukum, penetapan tersangka 
dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu pihak 
penyidik kepolisian, kejaksaan, bahkan 
KPK untuk melakukan proses penetapan 
tersangka tersebut. Dalam acara 
Praperadilan, Hakim tidak diperkenankan 
melampaui kewenangannya. Hakim hanya 
dibenarkan untuk memberi putusan 
berdasarkan undang-undang yang berlaku 
menurut asas legalitas serta pemikiran 
hakim dengan menggunakan logika dan 
nurani. Memerintahkan penyidik untuk 
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menetapkan seseorang sebagai tersangka, 
atau Hakim melalui lembaga praperadilan 
menetapkan seseorang menjadi tersangka 
adalah tidak sesuai dengan aturan hukum 
yang ada, namun, sepanjang tidak diajukan 
upaya hukum, maka Putusan Pengadilan 
harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana 
mestinya; 

2. KPK selaku Termohon dalam perkara ini 
dapat dikenakan sanksi-sanksi tertentu. 
Bahwa sebagai suatu lembaga penegak 
hukum, KPK harus segera melaksanakan 
putusan praperadilan tersebut sebagai 
bentuk profesionalitas, serta 
pertanggungjawaban hukum, serta menguji 
alat-alat buktinya melalui sidang di 
Pengadilan untuk perkara pokok. 
Konsekuensi tidak menjalankan putusan 
adalah dapat dilaporkan secara kode etik 
maupun secara pidana melalui Pasal 216 
ayat (1) KUHP.  

B. Saran 1. Hakim diharapkan untuk lebih berhati-hati 
dalam memutus sebuah perkara pengadilan 
sesuai dengan prosedur dan peraturan 
perundang-undangnan yang berlaku, 
tentunya pula dalam menjalankan tugas 
judicialnya dilaksanakan secara 
professional dan objektif sehingga dalam 
menjatuhkan putusan benar-benar demi 
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Bahwa apabila pengadilan 
merasa tidak berwenang atau objek 
praperadilan tidak masuk dalam ruang 
lengkap praperadilan maka hakim dapat 
menolak permohonan praperadilan. 

2. KPK diharapkan untuk dapat mengusut 
tuntas berbagai kasus tindak pidana 
korupsi terhadap siapapun juga serta 
dibutuhkan integritas sdan kredibilitas 
yang tinggi dalam menjalankan tugas dan 
kewenangan, bukan hanya untuk KPK 
namun seluruh lembaga yang menegakkan 
hukum dan keadilan. 
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